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PENGISIAN JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Win Yuli Wardani,! Nunuk Nuswardani,? Slamet Suhartono?

Abstract

Tujuan dari penelitin ini adalah untuk menemukan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt)
kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah analisis
tentang norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
untuk itu. Hasil penelitian adalah pengangkatan pejabat penjabat Pelaksana tugas (Plt) kepala
daerah dengan penunjukan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam mengisi kekosongan
jabatan kepala daerah sebagai berikut: (1) Jika terjadi kekosongan jabatan karena kepala
daerah telah memasuki akhir masa jabatan, maka diangkat “Penjabat” oleh Menteri Dalam
Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dilantik Menteri Dalam Negeri.
“Penjabat” memakai istilah “diangkat,”. (2) Jika kepala daerah cuti di luar tanggungan
negara, misalnya maju sebagai petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau
berhalangan sementara seperti terlibat dugaan kasus hukum atau berhadapan dengan hukum,
maka ditugaskanlah seorang “pelaksana tugas”, dengan kata lain Plt. Menteri Dalam Negeri
menugaskan seorang Plt dengan menunjuk wakilnya. Namun bila wakilnya tersebut juga ikut
mencalonkan diri, maka Menteri Dalam Negeri menunjuk eselon I Kementerian Dalam
Negeri atau Eselon I lainnya di luar Kemendagri sebagai pelaksana tugas gubernur,” Bagi
penjabat, digunakan istilah “mengangkat”, sedangkan untuk pelaksana tugas menggunakan
istilah “menugaskan™ dan “menunjuk”. Kedua istilah tersebut punya konsekuensi hukum
berbeda yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat dan
kualifikasi pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur harus berasal dari jabatan
pimpinan tinggi madya. Sedangkan syarat dan kualifikasi untuk mengisi kekosongan jabatan
Bupati/Walikota, harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
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INTRODUCTION

Pengisian jabatan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tentunya tidak lepas dari
persoalan pemilihan umum serentak yang berimbas kepada pemikiran pemilihan kepala
daerah serentak. Pada prinsipnya gagasan pemilihan umum serentak adalah pelaksanaan
umum yang dilaksanakan secara serentak, yaitu: pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan
pemilihan kepala daerah. Namun demikian, karena norma hukum telah memberikan batasan
bahwa pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu, maka pemilihan kepala daerah
merupakan rezim pilkada tersendiri, dan akhirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah
serentak dilaksanakan sejak tahun 2015 yang lalu, yaitu: pemilihan Gubernur dan
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Bupati/Wali Kota. Menurut Arrsa, desain konstitusional pemilihan umum serentak
sebagaimana dimaksud lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju
pada penguatan sistem konsolidasi demokrasi agar praktek buram demokrasi langsung yang
cenderung transaksional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi dan melanggengkan
kekuasaan dapat diminimalisasi dalam praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada
paham demokrasi dan kedaulatan rakyat (Ria Casmi Arrsa, 2015).

Perencanaan pemilihan kepala daerah serentak sudah diwacanakan pada masa
pemerintahan sebelumnya pada tahun 2009-2014. Pada saat itu, rencana tersebut ditolak
karena dianggap hanya sebatas perspektif efiiensi (penghematan anggaran) dibandingkan
perspektif pembangunan politik. Namun demikian, saat ini wacana dan perencanaan tersebut
sudah menjadi nyata dalam bentuk keput@fan politik yang harus dilaksanakan. Keseriusan
pemerintah ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor | Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gurbernur, Bupatigilan Walikota menjadi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Guiggnur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi
dasar hukum pelgksanaan Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Ketentuan ini
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 menegaskan: Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan dari dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak adalah untuk
efiiensi anggaran. Namun demikian, pemilihan kepala daerah serentak menimbulkan pro dan
kontra dalam masyarakat, karena ditengarahi akan ada beberapa wilayah yang akan dipimpin
oleh pelaksana tugas (PIt) kepala daerah yang menggantikan kepala daerah defiitif yang habis
masa jabatannya sebelum pemilihan kepala daerah serentak dimulai. Pada saat itu,
berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember
tahun 2015 mengakibatkan kekosongan 66 jabatan kepala daerah, yaitu: 7 Gubernur dan 59
Bupati/Walikota yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan.
Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah pada beberapa daerah untuk menggantikan
kepala daerah defiitif agar tugas-tugas pemerintahan terus berjalan tidak mengalami stagnan.

Sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi
negara Indonesia, yaitu:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan
daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”
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Pemilihan kepala daerah secara demokratis gmaksudkan untgk memilih kepala daerah
di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Maknangfy pemilihan kepala daerah di tingkat
propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sama dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden,
yaitu: (1) pemilihan langsung oleh rakyat. (2) pemilihan oleh DPRD. Dari model pemilihan
keduanf) sama-sama menunjukkan demokratis, tetapi jauh lebih demokratis dipilih olch
rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk
nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin
yang dikehendaki secara langsung. Oleh karena itu, gagasan untuk pemilihan kepala daerah
dipilih oleh DPRD merupakan langkah mundur demokrasi dan memutar jarum jam kembali
yang telah berjalan.

Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di daerah akibat masa jabatan kepala
daerah berakhir dan/atau karena diberhentikan sementara atau cuti di luar tanggungan negara,
maka diangkatlah atau ditunjuklah Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk menjalankan




roda pemerintahan di daerah dengan batasan-batasan kewenanganya yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATERIAL AND METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
menitik beratkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum positif yang telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
2014) Metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian tulisan ini, diawali
dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua data-data hukum yang terkait dengan
pokok permasalahan baik data hukum primer maupun data hukum sekunder. Analisis data
hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencermati, menelusuri
mengidentifikasi data hukum primer dan data hukum sekunder yang terkumpul, kemudian
dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan dengan cara mengevaluasi, menelaah,
mendiskripsikan, dan mensistimatisasikan, dengan berpedoman pada teori keilmuan hukum
dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum.

RESULT AND DISCUSSION

1. Dasar Hukum Pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah

Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis telah diatur dibeberapa peraturan
perundangan-undangan di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengatur mghgenani Pelaksana tugas (Plt) dalam hal ini tercantum dalam berbagai ketentuan,
yaitu: pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal
65 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal kepala daerah menjalani masa tahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangang§ementara, wakil kepala daerah
melaksanakan tugas kepala daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 TentaZj Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005
yakni pada Pasal Pasal 131 ayat (1) yang menyatakan bahwa “apabila kepala daerah
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7),
jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan
proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan
oleh Presiden”. Selanjutnya pada Pasal Pagpy132A ayat (1) menegaskan * penjabat kepala
daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)
dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekoggngan jabatan
kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala
daecrah yang menggantikan kep§ daerah yang mengundurkan diri untuk
mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala dagBh/wakil kepala daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur
dan Wakil GubernuggBupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menentukan
adanya Pelaksana harian. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupg, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menentukan bahwa
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,




yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani
cuti di luar tanggungan negara, schingga berhalangan sementara.

2, Sistem Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep otonomi. Hal ini dikarenakan
desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spreiding van bevoegheid) tetapi
mengandung juga pembagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk mengatur dan
mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Karena desentralisasi senantiasa
berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pengkajian desentralisasi selalu
dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi (Bagir Manan, 2001).

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa
perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat (sentralized
government) menuju otonomi daerah (desentralized government). Kedua sistem ini
mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara.
Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan (Moh. Kusnardi &
Harmaily Ibrahim, 1980). According to And reas P.Kyriacou and Oriol Roca-Sagales (2011),
decentralization improves government quality but not if it is accompanied by political
decentralization.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan semua aparatur
daerah turut serta membangun pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dibangun dari struktur pemerintahan yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang
efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam suatu kondisi di mana
kepala daerah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka akan terjadi kekosongan
jabatan kepala daerah.

Kekosongan jabatan kepala daerah yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan
yang melaksanakan tugas dan wewenang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas
dan wewenang dari kepala daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi
terganggu, dan tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Oleh karan itu perlu pengisian
jabatan.

: Pengangkatan pejabat penjabat sementara pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang
terjadi karena mencalonkan kembali sebagai kepala daerah (incumbent) untuk periode kedua
kalinya yang bersangkutan harus cuti, atau penunjukan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah
karena kepala daerah definitif diberhentikan sementara atau cuti di luar tanggungan negara.
Pengangkatan pejabat penjabat sementara pelaksana tugas (Plt) kepala daerah atau
penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah agar tugas pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat tidak terganggu dan secara teoritis tidak boleh terjadi kekosongan jabatan
pemimpin. (o]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di
antaranya menegaskan bahwa “Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga
non struktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan
Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada
tingkat nasional”.

Pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam pangkat dan jabatan
tertentu pada Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu bagian dari Manajemen
Aparatur Sipil Negara dengan prinsip yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, dan







